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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA
CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ATAS PENGAJUAN
KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

ABSTRAK:

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 45 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU
No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun
2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana
telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur atas Pengajuan
Keberatan Pelayanan Informasi Publik serta Alur dan Standar Operasional Prosedur
atas Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Malang, yang mengatur tata cara pengelolaan keberatan, tata
cara penerimaan permohonan keberatan, jangka waktu penanganan (termasuk
ketentuan khusus untuk informasi terkait Pemilu/Pemilihan), serta mekanisme
penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Publik apabila
pemohon tidak puas dengan keputusan Atasan PPID.

CATATAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
Lamp.: 6 hlm.



